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1 Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, kawasan yang telah terbangun baik di perkotaan 

maupun di perdesaan mengalami penurunan kinerja atau performa kawasan yang 

menimbulkan berbagai dampak baik di dalam kawasan (internal kawasan) ataupun di luar 

kawasan (eksternal kawasan). Dampak yang ditimbulkan dari menurunnya kinerja atau 

performa kawasan tersebut antara lain terjadinya kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan, 

terjadinya pencemaran air limbah yang mengakibatkan kualitas air dalam saluran air berbau 

dan bahkan mungkin beracun, dan dampak lainnya. Penyebab permasalahan penurunan 

kinerja atau performa kawasan yang menimbulkan berbagai dampak diatas, salah satunya 

adalah tidak terpenuhinya komponen kawasan berdasarkan standar teknis kawasan yang 

menjadi kewajiban pengelola kawasan. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan kawasan baik 

secara rutin ataupun berdasarkan laporan masyarakat. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 216 Ayat (1), Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, gubernur dan bupati/wali kota 

melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan 

Pengawasan Penataan Ruang menurut Pasal 212 ayat (1) PP No 21 Tahun 2021 salah 

satunya adalah dilakukan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Penataan Ruang 

Kawasan. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan 

dilakukan untuk mewujudkan kinerja fungsi kawasan yang berkualitas. 

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis 

Penataan Ruang Kawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat membentuk 

Inspektur Pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Inspektur Pembangunan 

merupakan petugas khusus yang memiliki tugas/kewenangan melaksanakan Pengawasan 

Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam ketentuan penjelasan Pasal 217 ayat 1 PP 

No 21 Tahun 2021. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan  

Pekerjaan ini dilksanakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan Bidang Tata 

Ruang dalam mewujudkan kinerja fungsi kawasan yang berkualitas. Berkualitas berarti 

kegiatan pemanfaatan ruang tidak menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek 

sosial maupun lingkungan melalui pencegahan dampak dan kerusakan lingkungan 

serta perbaikan terhadap kualitas kawasan yang nantinya akan berdampak terhadap 

peningkatan daya tarik kawasan dan meningkatkan peluang investasi dan 

kesejahteraan masyarakat.  
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Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk membantu pelaksanaan 

kegiatan Bidang Tata Ruang dalam memberikan gambaran tingkat kinerja pemerintah 

daerah dan /atau masyarakat yang menjadi pengelola kawasan dalam mewujudkan 

kinerja fungsi kawasan yang berkualitas. 

 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai dalam pekerjaan ini adalah :  

a. Terlaksananya persiapan dalam pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis 

kawasan. 

b. Terlaksananya pemantauan dalam pengawasan kinerja pemenuhan standar 

teknis kawasan. 

c. Terlaksananya evaluasi dalam pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis 

kawasan. 

d. Terlaksananya pelaporan dalam pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis 

kawasan. 

 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup lokasi pekerjaan ini adalah kawasan prioritas di Kabupaten/ Kota 

Provinsi Sumatera Barat yang terpilih, yakni Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Pekerjaan 

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Individual Ahli Perencanaan Wilayah 

dan Kota meliputi :.  

1. Tahap Persiapan 

Persiapan merupakan kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pengawasan 

kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebelum dilaksanakannya kegiatan 

pemantauan yang meliputi penyiapan kebutuhan administratif dan substantif 

pekerjaan. 

2. Tahap Pemantauan 

Pemantauan dalam Standar Teknis Kawasan bertujuan untuk menilai ketercapaian 

kondisi eksiting suatu objek pada Subkomponen sesuai dengan standar teknis dan 

standar kinerja yang tercantum dalam daftar periksa dengan didukung panduan 

penilaian dalam penjelasan daftar periksa. 

3. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan berdasarkan isian daftar 

periksa dengan melihat keterpenuhan dan ketercapaian standar teknis dan standar 

kinerja pada masing-masing Subkomponen untuk menghasilkan nilai Kinerja 

Fungsi Kawasan. 

4. Tahap Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil penilaian kinerja kawasan. Hasil 

penilaian kinerja kawasan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil 
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Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan yang didalamnya 

terdapat hasil penilaian dan rekomendasi, serta Laporan Akhir Pengawasan 

Standar Teknis Kawasan yang memuat seluruh proses pengawasan 

 

1.4 Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633), 

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1484). 

d. Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan 

 

1.5 Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

1.5.1 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan 

Pendekatan dan metodologi dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi: 

A. Tahap Persiapan 

Persiapan merupakan kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pengawasan 

kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebelum dilaksanakannya kegiatan 

pemantauan yang meliputi penyiapan kebutuhan administratif dan substantif 

pekerjaan.  

Persiapan dilakukan dengan tahapan: 

❖ pembuatan surat tugas; 

Sebelum dapat melaksanakan tugas, pelaksana Pengawasan Penataan 

Ruang mendapatkan penugasan melalui surat tugas yang ditetapkan dengan 

Surat Keputusan (SK). dokumen SK ditandatangani oleh gubernur atau pejabat 

yang ditunjuk. 

❖ penentuan dan klarifikasi delineasi; 

Penentuan dan klarifikasi delineasi merupakan kegiatan pengolahan data 

yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui profil dan lingkup wilayah 

kawasan serta mengkaji kelayakan sebuah kawasan untuk dapat dilakukan 

pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan. Kegiatan penentuan 

dan klarifikasi delineasi dilakukan melalui: 

a. penentuan lokasi;  

b. penentuan batas indikatif delineasi kawasan;  

c. analisis kesesuaian RTR;  
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d. pengumpulan data sekunder  

e. klarifikasi delineasi; dan  

f. penyusunan profil Kawasan.  

❖ koordinasi dengan pihak terkait 

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sebelum pemantauan. 

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait terdiri atas:  

▪ Koordinasi dalam Rangka Kebutuhan Pendampingan Pengawas Tingkat 

Pusat/Provinsi dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar 

Teknis Kawasan.  

▪ Koordinasi dalam Rangka Kebutuhan Pendampingan pada Proses 

Pemantauan di Lapangan oleh Aparat Penegak Hukum atau Pengawas 

Sektoral. 

 

B. Tahap Pemantauan 

Pemantauan dalam Standar Teknis Kawasan bertujuan untuk menilai 

ketercapaian kondisi eksiting suatu objek pada Subkomponen sesuai dengan standar 

teknis dan standar kinerja yang tercantum dalam daftar periksa dengan didukung 

panduan penilaian dalam penjelasan daftar periksa. 

Berdasarkan Permen ATR No. 21/2021, pemantauan dilakukan melalui:  

1. pengamatan langsung, meliputi :  

• Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan 

Pembuatan surat tugas dilakukan pada jenis penugasan jangka pendek yaitu 

ketika Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang akan melakukan pemeriksaan 

lapangan.  

• Rapat Prapemantauan Lapangan 

Dalam hal masih diperlukan pembahasan atau koordinasi dengan pihak 

pengelola dan pihak terkait lainnya, maka dapat dilakukan rapat 

prapemantauan lapangan  

• Pelaksanaan Pengamatan Langsung 

Teknik dalam pelaksanaan pengamatan langsung merupakan teknik 

mengamati objek studi dalam situasi tertentu dimana dilakukan pengamatan 

langsung di tempat terhadap objek pengukuran dengan menggunakan panca 

indra atau alat bantu pengukuran tanpa mengintervensi atau mengubah 

lingkungan.  

Pengamatan dilakukan terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan di 

dalam kawasan dan di sekitar kawasan. Pengamatan dilakukan secara 

menyeluruh pada semua komponen masing masing kawasan untuk 

mengetahui Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas. 

2. pengamatan tidak langsung; 

Pengamatan tidak langsung dilakukan terhadap komponen yang 

penilaiannya tidak tersedia dari pengamatan langsung di lapangan atau 

memerlukan dokumen pendukung untuk mendapatkan hasil pengukuran. 

Komponen dalam pengamatan tidak langsung dapat berupa: 

a. sumber air bersih; 

b. sumber ketersediaan jaringan listrik; 

c. sumber ketersediaan jaringan telekomunikasi; 

d. tingkat pencemaran; dan/atau 

e. tingkat kemacetan 
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Jenis dokumen yang dapat diamati dalam tahapan pengamatan tidak 

langsung berupa: 

a. masterplan; 

b. rencana induk kawasan; 

c. analisis mengenai dampak lingkungan/kajian lingkungan; 

d. profil kawasan; 

e. kajian yang sudah dilakukan perusahaan; 

f. laporan hasil pengawasan sektor terkait kawasan (bukan dokumen 

Perencanaan Penataan Ruang); 

g. laporan hasil pengawasan atau pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh 

pengelola kawasan; 

h. buku atau kartu inventaris barang (daftar inventaris aset); dan  

i. dokumen kajian terkait lainnya. 

Pengamatan tidak langsung merupakan proses analisis yang dilakukan 

terhadap data sekunder dengan memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif 

yang sudah ada. 

3. Pengisian Daftar Periksa, meliputi :  

a. Pengisian Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan 

Pengisian daftar periksa berfungsi untuk mencatat data yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan maupun hasil 

pengamatan tidak langsung.  

Pengisian daftar periksa terdiri atas: 

• pengisian angka hasil pengamatan langsung di lapangan dan/atau 

pengamatan tidak langsung dari data sekunder; 

• penilaian untuk masing-masing subkomponen (0, 1, atau 2); dan 

• pencatatan hasil pengamatan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

penilaian kinerja kawasan dan/atau rekomendasi. 

b. Penjelasan Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan 

Lampiran II Permen ATR No. 21/2021 telah memuat daftar periksa untuk 

7 (tujuh) jenis kawasan yang telah ditetapkan standar teknis kawasannya. 

Dalam penjelasan daftar periksa memuat ketentuan sebagai berikut: 

• penjelasan daftar periksa untuk standar teknis. 

• penjelasan daftar periksa untuk standar kinerja. 

4. Pengambilan Bukti Dukung 

Pengambilan bukti dukung dilakukan dengan meminta keterangan, 

membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, serta 

memotret dan membuat rekaman audio visual berdasarkan kondisi eksisting 

kawasan.  

Pengambilan bukti dukung perlu dilakukan secara komprehensif karena 

bukti dukung akan digunakan sebagai indikator dalam menentukan penilaian dan 

bukti dalam tindak lanjut hasil pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan. 

Dalam rangka pemantauan, pengamatan langsung dan/atau pengamatan 

tidak langsung kondisi eksisting kawasan dilakukan secara bersamaan dengan 

pengisian daftar periksa dan pengambilan bukti dukung. Hasil pemantauan 

dituangkan dalam peta kerja. Peta kerja akan membantu dalam memberikan 
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justifikasi hasil penilaian dan sebagai bukti dukung apabila pengelola kawasan 

perlu mengklarifikasi hasil penilaian. 

 

C. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan berdasarkan isian daftar 

periksa dengan melihat keterpenuhan dan ketercapaian standar teknis dan standar 

kinerja pada masing-masing Subkomponen untuk menghasilkan nilai Kinerja Fungsi 

Kawasan.  

Evaluasi dalam pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

dilakukan terhadap: 

1. komponen dan Subkomponen; 

2. kriteria;  

3. indikator Kinerja Fungsi Kawasan; 

4. nilai standar teknis; dan 

5. nilai standar kinerja.  

 

D. Tahap Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil penilaian kinerja kawasan. 

Hasil penilaian kinerja kawasan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil 

Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan yang didalamnya terdapat 

hasil penilaian dan rekomendasi, serta Laporan Akhir Pengawasan Standar Teknis 

Kawasan yang memuat seluruh proses pengawasan. 

Pelaporan dilakukan melalui : 

1. perumusan rekomendasi; 

Perumusan rekomendasi merupakan tahap yang dilakukan setelah diketahui 

hasil penilaian kinerja kawasan. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan 

komponen yang belum terpenuhi, kinerja yang belum tercapai, isu/permasalahan 

utama kawasan, dan aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk 

memperbaiki kualitas kawasan. Tahapan perumusan rekomendasi:  

a. penyusunan konsep rekomendasi 

Penyusunan rekomendasi terdiri atas 2 (dua) jenis: 

• Rekomendasi Umum 

Rekomendasi umum diberikan terhadap nilai Kinerja Fungsi Kawasan 

dan/atau hal-hal lain yang berpengaruh terhadap hasil pengawasan kinerja 

pemenuhan Standar Teknis Kawasan. 

• Rekomendasi Khusus Rekomendasi khusus diberikan terhadap hasil 

penilaian standar teknis dan hasil penilaian standar kinerja.  

 

b. Rapat Pembahasan Konsep Rekomendasi 

Rapat pembahasan konsep rekomendasi bertujuan untuk menyampaikan 

solusi yang disusun berdasarkan komponen yang tidak terpenuhi dan tidak 

tercapai yang akan dimuat sebagai rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan, 

serta menyampaikan usulan rencana realisasi rekomendasi untuk menindaklanjuti 

rekomendasi yang akan dituangkan dalam surat komitmen untuk indikator 

komponen minimal pada standar teknis yang tidak terpenuhi dan standar kinerja 

tidak tercapai. 

 

2. penyusunan laporan kinerja kawasan 
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tahapan penyusunan laporan kinerja kawasan : 

• Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan Adapun muatan laporan hasil pengawasan meliputi: 

a. Informasi pelaksana Pengawasan Penataan Ruang 

b. Informasi umum kawasan 

c. Informasi pengelola kawasan 

d. Hasil pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

e. Rekomendasi 

f. Kesimpulan 

Dalam bagian kesimpulan memuat: 

- Hasil akhir nilai standar teknis dan standar kinerja.  

- Rekomendasi (Rekomendasi Umum dan Rekomendasi Perwujudan 

Kualitas Kawasan Minimal)  

g. Prioritas Rencana Realisasi Rekomendasi 

Prioritas Rencana Realisasi Rekomendasi, merupakan tindak lanjut dari 

rekomendasi perwujudan kualitas minimal yang telah dibahas dan 

disepakati dalam rapat untuk menjadi prioritas untuk dilaksanakan.  

 

• Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

disampaikan kepada pengelola kawasan melalui Surat Penyampaian Laporan 

Hasil Pengawasan  

• Penyusunan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Ketidakterpenuhan 

Standar Perwujudan Kualitas Kawasan Minimal 

Merupakan pemberitahuan yang diberikan kepada pengelola kawasan bahwa 

terdapat komponen yang belum terpenuhi dalam kawasan mereka untuk dapat 

mewujudkan kawasan yang berkualitas, sehingga komponen-komponen yang 

mendapat rekomendasi melalui surat pemberitahuan tersebut perlu 

ditingkatkan kualitasnya. 

 

1.5.2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Pekerjaan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dan 

seluruh kegiatan harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) bulan sejak 

penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat. Dalam periode waktu yang telah ditentukan, penugasan ini bertujuan 

untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja 

(KAK). Adapun jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut 

 

Tabel 1.1  
Rencana Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan 
Bulan ke - 

I II III IV V VI VII 

1 Tahap Persiapan : Pembuatan SK Gubernur        

2 Tahap Persiapan : rapat penentuan dan 

klarifikasi deliniasi 
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No Kegiatan 
Bulan ke - 

I II III IV V VI VII 

3 Tahap Persiapan : rapat koordinasi dengan 

pihak terkait 

       

4 Tahap Pemantauan : Pengamatan Langsung 

(pembuatan surat tugas) 

       

5 Tahap Pemantauan : Pengamatan Langsung 

(rapat pra pemantauan lapangan)  

       

6 Tahap Pemantauan : Pengamatan Langsung 

(pelaksanaan) 

       

7 Tahap Pemantauan : Pengamatan Tidak 

Langsung  

       

8 Tahap Pemantauan : Pengisian Daftar 

Periksa  

       

9 Tahap Pemantauan : Pengambilan Bukti 

Dukung 

       

10 Tahap evaluasi        

11 Tahap Pelaporan         

 

1.5.3 Output Pelaksanaan Kegiatan 

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa: 

1. Persuratan (Surat Keputusan, Surat Tugas, dll) 

2. Risalah Rapat  

3. Berita Acara 

4. Hasil Pemantauan, meliputi : 

a. Daftar Periksa 

b. Bukti Dukung Foto 

c. Bukti Dukung Dokumen 

d. Bukti Dukung Hasil Wawancara  

5. Hasil Evaluasi, meliputi : 

a. Penghitungan dalam formula excel  

b. Dokumen tervalidasi  

c. Dokumen pasca Klarifikasi 

6. Hasil Pelaporan, meliputi : 

a. Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

b. Laporan Akhir Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan  
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2 Bab 2 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 
 

2.1 Rencana Kerja Bulan 3 

Rencana Kegiatan Bulan 3 terdiri dari tahapan persiapan administratif dan substantif, serta 

koordinasi untuk pelaksanaan pemantauan standar teknis kawasan terpilih, dan pelaksanaan 

kegiatan lainnya di Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat.  

Tabel 2.1  
Implementasi Pelaksanaan Kegiatan 

Minggu ke Tanggal Kegiatan 

1 
11 Mei 2025 – 
18 Mei 2025 

Persiapan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
pemantauan standar teknis kawasan di lokasi terpilih 
(Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh 
& 
Membantu pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang 
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 
Sumatera Barat 

2 
19 Mei 2025 – 
25 Mei 2025 

3 
26 Mei 2025 – 1 

Juni 2025 

4 
2 Juni 2025 – 9 

Juni 2025 

 

2.2 Realisasi Kerja Bulan 3 

2.2.1 Pengumpulan Substansi Pasca Klarifikasi Delineasi 

1. Verifikasi pengelola kawasan 

Pasca rapat klarifikasi delineasi, terdapat kegiatan pengolahan data yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun profil dan lingkup wilayah kawasan untuk 

dapat dilakukan tahap pemantauan dalam pengawasan kinerja pemenuhan Standar 

Teknis Kawasan. 

Dalam menyusun profil kawasan, perlu dilakukan verifikasi pengelola kawasan. 

Pengelola kawasan merupakan pihak penyelenggara kawasan yang bertanggung jawab 

terhadap perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas. Pengelola kawasan 

terdiri atas: 

1) perangkat daerah; 

2) badan usaha berbadan hukum; 

3) lembaga kemasyarakatan; 

4) orang perseorangan; dan/atau 

5) pihak pengelola kawasan lainnya. 

Verifikasi pengelola kawasan bertujuan untuk:  

1) mengetahui pihak yang akan dilibatkan pada tahap koordinasi; 
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2) mengetahui pihak yang akan diberikan laporan hasil pengawasan kinerja pemenuhan 

Standar Teknis Kawasan; dan 

3) mengetahui pihak yang memiliki wewenang/tanggung jawab terhadap perbaikan 

Subkomponen yang ada dalam inti kawasan maupun kawasan sekitar inti. 

Verifikasi pengelola kawasan didasarkan pada subjek karakteristik pengelolaan 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Subjek Karakteristik 1 

Kawasan inti pada umumnya diselenggarakan oleh Masyarakat yang dikelola oleh 

sebuah badan usaha sebagai pengelola utama seperti Perseroan Terbatas (PT), 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes), yayasan, koperasi, badan usaha berbadan hukum, atau 

badan usaha bukan berbadan hukum. Selain itu dapat juga dikelola oleh Badan 

Pengelolaan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan/atau masyarakat, yang 

berkedudukan dibawah koordinasi pemerintah. 

2) Subjek Karakteristik 2 

Kawasan inti pada umumnya diselenggarakan oleh Masyarakat yang dikelola oleh 

sebuah badan usaha sebagai pengelola utama seperti Perseroan Terbatas (PT), 

BUMN, BUMD, BUMDes, yayasan, koperasi, badan usaha berbadan hukum, atau 

badan usaha bukan berbadan hukum. Sedangkan kawasan sekitar pada umumnya 

di luar tanggung jawab dari pengelola utama, sehingga merupakan tanggung jawab 

dari Pemerintah Daerah yang terdiri atas berbagai sektor. Selanjutnya sektor-sektor 

yang bertanggungjawab terhadap komponen yang akan dilakukan pengawasan 

kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan perlu diidentifikasi untuk selanjutnya 

akan dilibatkan dalam rapat koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil 

rekomendasi. 

3) Subjek Karakteristik 3 

Kawasan tidak memiliki pengelola khusus (Masyarakat) yang mengelola kawasan, 

sehingga pengelola kawasannya merupakan pemerintah yang terdiri atas berbagai 

sektor. Terhadap kawasan ini perlu ditetapkan instansi pemerintah yang menjadi 

pengelola utama kawasan sesuai dengan fungsi utama kawasan atau dikoordinasi 

oleh sekretariat daerah. 

4) Subjek Karakteristik 4 

Kawasan inti memiliki pengelola khusus dari sektor yang bertanggung jawab 

mengelola kawasan dan pengelola kawasan sekitar adalah pemerintah. 

 

Berikut hasil identifikasi pengelola kawasan pada kedua lokasi terpilih 

Tabel 2.2  
Identifikasi Pengelola Kawasan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan 

Subkomponen Sektor yang Berwenang 

Jaringan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Bukittinggi 

Transportasi, Rambu, Marka, dan 
Sirkulasi Jalan 

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 

Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 

Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Bukittinggi 

Sarana dan Prasarana Perumahan 
dan Permukiman 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kota Bukittinggi 

Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 

Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 
(Pengelolaan Persampahan) 
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Sarana dan Prasarana Kawasan Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 

 

Tabel 2.3  
Identifikasi Pengelola di Kawasan RTH Batang Agam 

Subkomponen Sektor yang Berwenang 

Jaringan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Payakumbuh 

Transportasi, Rambu, Marka, dan 
Sirkulasi Jalan 

Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh 

Jaringan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Payakumbuh 

Jaringan Air limbah dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Payakumbuh 

Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 
Balai Wilayah Sungai Sumatera V 

Sarana Olahraga dan Rekreasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 
Payakumbuh 

Sarana dan Prasarana Lingkungan 
(Pengelolaan Persampahan) 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 

 

2. Penyusunan profil kawasan 

Setelah dilakukan verifikasi pengelola Kawasan, dilakukan penyusunan profil 

kawasan. Profil kawasan akan dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan dan 

laporan akhir pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan. Profil kawasan 

memuat data utama kawasan, antara lain: 

1) jenis kawasan; 

2) tipologi kawasan; 

3) subtipologi kawasan; 

4) sub-subtipologi kawasan (jika ada); 

5) kode kawasan; 

6) nama kawasan; 

7) alamat kawasan; 

8) provinsi; 

9) kabupaten/kota; 

10) kecamatan; 

11) kelurahan; 

12) pengelola kawasan utama; 

13) nama penanggungjawab pengelola kawasan; 

14) jabatan pengelola; 

15) luas lahan; 

16) isu/permasalahan kawasan; 

17) dampak telah ditimbulkan (kawasan inti dan sekitar); dan 

18) pengaruh kondisi kawasan sekitar inti ke inti kawasan. 

Isu permasalahan dan dampak yang diidentifikasi merupakan isu permasalahan dan 

dampak yang bersifat spasial. Adapun dampak kawasan yang perlu diidentifikasi dalam 

penyusunan profil kawasan, antara lain: 

1) dampak kemacetan yang telah terjadi pada beberapa lokasi dalam delineasi 

kawasan, akibat dari aktivitas kawasan inti atau pengaruh dari kawasan sekitar 

inti yang menghambat akses ke inti kawasan; 

2) dampak banjir atau genangan yang mengganggu kinerja kawasan; 
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3) dampak lingkungan, seperti polusi yang dihasilkan dari kegiatan kawasan, antara 

lain polusi udara, suara, cairan, dan persampahan; 

4) dampak kekumuhan di sekitar kawasan akibat pengaruh dari aktivitas inti 

kawasan; dan 

5) dampak penurunan kualitas keamanan dan keselamatan karena kurangnya 

fasilitas keamanan yang tersedia. 

Berikut profil kedua kawasan terpilih: 

Tabel 2.4  
Profil Kawasan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan 

No Perihal  Penjelasan 

1 Jenis Kawasan : Kawasan Pariwisata 

2 Tipologi Kawasan : Destinasi Wisata Alam 

3 Subtipologi Kawasan : Destinasi Wisata Alam Regional 

4 Kode Kawasan : ParA-2 

5 Nama Kawasan : Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan 

6 Alamat Kawasan : Benteng Pasar Atas, Guguak Panjang 

7 Provinsi : Sumatera Barat 

8 Kabupaten/Kota : Kota Payakumbuh 

9 Kecamatan : Guguak Panjang 

10 Kelurahan : Benteng Pasar Atas 

11 Pengelola Kawasan Utama : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 

12 
Nama Penanggung Jawab Pengelola 
Kawasan 

: Silvirawane Ria Putri, SP, M.Si 

13 Jabatan Pengelola : 
Kepala Bidang Daya Tarik Wisata Kawasan 
Konservasi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 

14 Sektor Lain yang Terlibat (di kawasan 
dan sekitarnya): 
1. Jaringan Jalan 
2. Transportasi, Rambu, Marka, dan 

Sirkulasi Jalan 
3. Ruang Terbuka Hijau  
4. Bangunan dan Gedung 
5. Sarana dan Prasarana 

Perumahan dan Permukiman 
6. Sarana dan Prasarana Pariwisata 
7. Sarana dan Prasarana 

Lingkungan  
8. Sarana dan Prasarana Kawasan

  

 
 
: 
: 
 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 
: 
 
 

 
 
Dinas PUPR Kota Bukittinggi 
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi  
 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 
Dinas PUPR Kota Bukittinggi  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kota Bukittinggi 
Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 
(Pengelolaan Persampahan)  
Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 

15 Luas Lahan : ± 3,05 Ha 

16 Isu/Permasalahan Kawasan : 1. Keterbatasan kapasitas Jalan Cindua Mato 
dengan adanya wisatawan yang naik/turun 
kendaraan dan mobil parkir on-street 

2. Lokasi dan saluran pembuangan limbah satwa 
yang berdekatan dengan permukiman 
penduduk 
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No Perihal  Penjelasan 

17 Dampak yang Telah Ditimbulkan  
 

: 1. Kemacetan di sekitar pintu masuk kawasan 
Taman Marga Satwa 

2. Bau tidak sedap dari pembuangan kotoran 
satwa yang mengganggu kenyamanan 
penduduk 

Sumber: analisis penulis, 2025 

Tabel 2.5  
Profil Kawasan RTH Batang Agam 

No Perihal  Penjelasan 

1 Jenis Kawasan : RTH Batang Agam 

2 Tipologi Kawasan : RTH Perkotaan 

3 Subtipologi Kawasan : RTH Taman Kota 

4 Kode Kawasan : RTHK-2 

5 Nama Kawasan : RTH Batang Agam 

6 Alamat Kawasan : Kecamatan Payakumbuh Barat 

7 Provinsi : Sumatera Barat 

8 Kabupaten/Kota : Kota Payakumbuh 

9 Kecamatan : Kecamatan Payakumbuh Barat 

10 Kelurahan : Kelurahan Ibuh, Nunang Daya Bangun, Parik 
Rantang, Padangtongah Balainanduo, 
Tanjuanggodang Sungaipinago, Bulakan 
Balaikandi, Tanjuang Pauh 

11 Pengelola Kawasan Utama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Payakumbuh 

12 Nama Penanggungjawab Pengelola 
Kawasan 

: Muslim, ST, M.Si 

13 Jabatan Pengelola : Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh 

14 Sektor Lain yang Terlibat (di kawasan 
dan sekitarnya): 
1. Jaringan Jalan 
2. Transportasi, Rambu, Marka, dan 

Sirkulasi Jalan 
3. Jaringan air bersih 
4. Jaringan air limbah dan drainase  
5. Ruang Terbuka Hijau  
 
6. Sarana Olahraga dan Rekreasi 
 
7. Sarana dan Prasarana Lingkungan 

 
 
: 
: 
 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
 

 
 
Dinas PUPR Kota Payakumbuh 
Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh 
 
Dinas PUPR Kota Payakumbuh  
Dinas PUPR Kota Payakumbuh  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 
BWS Sumatera V  
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 
Payakumbuh 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 
(Pengelolaan Persampahan)  

15 Luas Lahan : ± 27,85 Ha 

16 Isu/Permasalahan Kawasan : 1. Produksi sampah yang tinggi dari sekitar 
kawasan, terutama dari perumahan 
penduduk dan kegiatan pasar tradisional 
(Pasar Ibun) 

2. Kegiatan PKL di sepanjang jalan inspeksi 
yang menjadi hambatan lalu lintas 
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No Perihal  Penjelasan 

17 Dampak yang Telah Ditimbulkan  : 1. Sampah yang berserakan di pinggir jalan 
mengurangi estetika di kawasan inti 

2. Terjadi perlambatan arus dan lalu lintas 
yang semrawut karena penumpukan 
kendaraan di beberapa titik PKL 

Sumber: analisis penulis, 2025 

2.2.2 Persiapan Pelaksanaan Pemantauan dalam rangka Pengawasan Kinerja 

Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

Pemantauan dalam Standar Teknis Kawasan bertujuan untuk menilai ketercapaian 

kondisi eksiting suatu objek pada Subkomponen sesuai dengan standar teknis dan 

standar kinerja yang tercantum dalam daftar periksa dengan didukung panduan penilaian 

dalam penjelasan daftar periksa. Berdasarkan Permen ATR No. 21/2021, pemantauan 

dilakukan melalui:  

1. pengamatan langsung; 

2. pengamatan tidak langsung; 

3. pengisian daftar periksa; dan 

4. pengambilan bukti dukung 

 

1. Persiapan Pengamatan langsung 

a. Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan 

Pembuatan surat tugas dilakukan pada jenis penugasan jangka pendek yaitu 

ketika Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang akan melakukan pemeriksaan 

lapangan. Pelaksanaan tugas pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan di lapangan diwujudkan dalam bentuk Surat Tugas yang berlaku paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja. 

Surat Tugas merupakan naskah dinas yang dibuat oleh atasan kepada bawahan 

dan memuat perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali apabila karena 

pertimbangan tertentu terdapat pejabat lain yang diberi wewenang. 

Fungsi Surat Tugas adalah sebagai dokumen pengesahan formal untuk 

pengemban tugas pada tugas yang wajib dijalankan. Selain itu, surat ini 

mempermudah tugas Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang dalam melakukan 

koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan tugasnya tersebut. 

Surat Tugas memuat: 

a. konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar; 

b. nama dan jabatan pegawai yang diberi tugas, terdiri atas: 1 

1) nama; 

2) pangkat/golongan; 

3) Nomor Induk Pegawai (NIP); 

4) jabatan; 

c. substansi arahan yang ditugaskan; 

d. objek kawasan yang akan dilakukan pengawasan kinerja pemenuhan Standar 

Teknis Kawasan; 

e. jangka waktu pelaksanaan tugas, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja; 

dan 

f. muatan lainnya yang diperlukan. 

Berikut Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat nomor 

2843/STPL-BMCKTR/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2025. 
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Gambar  2.1  
Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan untuk Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan 

Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

   

 

b. Rapat Prapemantauan Lapangan 

Sebelum melaksanakan kegiatan pengamatan langsung, dilakukan pembahasan 

internal antar pelaksana Pengawasan Penataan Ruang Dalam Pengawasan Kinerja 

Pemenuhan Standar Teknis Kawasan, berupa rapat prapemantauan lapangan. Rapat 

prapemantauan lapangan dilakukan untuk:  

1) Pembahasan teknis survey kawasan  

2) menentukan jalur survei untuk persiapan pelaksanaan pemantauan lapangan. 

Pelaksanaan Rapat menjadi kesempatan bagi pelaksana Pengawasan untuk  

memahami substansi penilaian dan mendapat gambaran alokasi waktu dan personil 

untuk pemantauan langsung.  

Gambar  2.2  
Bahan Rapat Prapemantauan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan, 14 Mei 2025 
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Gambar  2.3  
Dokumentasi Rapat Pra Pemantauan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis 

Kawasan 14 Mei 2025 

   

 

2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pengamatan 

langsung 

Setelah kesepakatan internal mengenai pelaksanaan pemantauan, dilakukan 

koordinasi secara luring (offline/tatap muka) antara pelaksana Pengawasan 

Penataan Ruang Dalam Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 

dengan Pemerintah Daerah terkait. Koordinasi dilaksanakan di Kota Bukittinggi dan 

Kota Payakumbuh pada tanggal 21 Mei 2025. Koordinasi di Kota Bukittinggi dilakukan 

bersama dengan staf Fungsional Penata Ruang di Bidang Tata Ruang, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, Ibu Annisa Rahmi. 

Koordinasi di Kota Payakumbuh dilaksakan bersama Ibu Eka selaku Kabid Tata 

Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh beserta staf 

bidang tata ruang lainnya. Selain itu, diserahkan juga salinan surat pemberitahuan 

pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Standar Teknis Kawasan beserta 

tabel daftar periksa dan Tabel kebutuhan data sekunder. 

Adapun hasil koordinasi Pengawasan Pemenuhan Kinerja Standar Teknis 

Kawasan di Kota Bukittinggi dan Payakumbuh adalah sebagai berikut: 

1) Tim Pelaksana Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan telah 

meninjau data spasial untuk merincikan batas delineasi kawasan terpilih yakni 

Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan tipologi kawasan Destinasi 

Wisata Alam dan RTH Batang Agam dengan tipologi kawasan RTH Kota 

2) Delineasi kawasan terdiri atas: 

- Kawasan inti, yaitu Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan,  

- Kawasan sekitar, yaitu kawasan Pasar Atas. 

- Kawasan inti, yaitu Taman RTH Batang Agam,  

- Kawasan sekitar, yaitu kawasan sekitar sempadan Batang Agam. 

3) Tim akan melaksanakan pemantauan dalam rangka Pengawasan Kinerja 

Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Ruang, dimana pemantauan dilakukan 

melalui:  

a. pengamatan langsung; 

b. pengamatan tidak langsung; 

c. pengisian daftar periksa; dan 

d. pengambilan bukti dukung. 

4) Pemantauan dalam Standar Teknis Kawasan bertujuan untuk menilai 

ketercapaian kondisi eksiting suatu objek pada Subkomponen sesuai dengan 
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standar teknis dan standar kinerja yang tercantum dalam daftar periksa dengan 

didukung panduan penilaian dalam penjelasan daftar periksa. 

5) Penilaian Standar Teknis dan Standar Kinerja kawasan dilakukan terhadap 

beberapa komponen, yaitu Keberlanjutan Kawasan, Keamanan dan 

Keselamatan, Kenyamanan Kawasan Pariwisata, Kelancaran Operasional, dan 

Integrasi dengan Kawasan Kota. 

6) Agar pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, dapat membantu koordinasi dengan sektor-sektor terkait, terutama 

pengelola kawasan, terkait akan dilaksanakannya pengumpulan data untuk 

kegiatan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan berupa data 

sekunder dan pemantauan langsung di kawasan. 

7) Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diharapkan mengumpulkan data 

sekunder berdasarkan Tabel Daftar Kebutuhan Data sebagai bukti dukung untuk 

penilaian kinerja kawasan . 

8) Diharapkan kesediaan pihak Pemerintah Daerah dan/atau Pengelola Kawasan 

untuk mendampingi tim Pelaksana Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar 

Teknis Kawasan ketika melakukan survey lapangan langsung di kawasan. 

Sebagai gambaran, data yang dibutuhkan selama observasi dapat ditinjau dari 

Daftar Periksa yang sudah diberikan  

Gambar  2.4  
Dokumentasi Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Pemenuhan Kinerja 

Standar Teknis Kawasan di Kota Bukittinggi 21 Mei 2025 
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2. Persiapan Administratif Pemantauan untuk Pengawasan Kinerja Pemenuhan 

Standar Teknis Kawasan 

Selain persiapan substantif, telah disusun juga surat pemberitahuan pelaksanaan 

pemantauan Pemenuhan Standar Teknis Kawasan di Kota Bukittinggi. Berikut Surat 

pemberitahuan pelaksanaan pemantauan dalam rangka Pengawasan Kinerja 

Pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan Permohonan Data Sekunder yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

nomor 603.1/4956-TARU/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2025. 

Gambar  2.5  
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan pemantauan dalam rangka Pengawasan Kinerja 

Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 
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2.2.3 Membantu pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

(Pengisian Matriks 2 SPPR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025) 

Tabel 2.6 Matriks 2 SPPR Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 
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3 Bab 3 

Penutup 

 

3.1 Kesimpulan 

Agenda yang dilakukan pada bulan ke-3 berupa tahapan persiapan dari segi penyusunan 

profil kawasan, koordinasi, dan penyusunan SK Penugasan Pemeriksaan Lapangan, serta 

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan. Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, dokumen-

dokumen rencana yang ada harus ditinjau dengan teliti dengan mengacu kepada Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.  

Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilaksanakan untuk untuk 

mewujudkan kinerja fungsi kawasan yang berkualitas, dilakukan pengawasan kinerja 

pemenuhan standar teknis kawasan, yang diawali dengan tinjauan terhadap rencana 

pembangunan dan Rencana Tata Ruang dalam rangka pemilihan kawasan yang akan dinilai. 

Langkah berikutnya, yakni penentuan dan klarifikasi delineasi, merupakan kegiatan pengolahan 

data yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui profil dan lingkup wilayah kawasan 

serta mengkaji kelayakan sebuah kawasan untuk dapat dilakukan pengawasan kinerja 

pemenuhan Standar Teknis Kawasan. 

Masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan 

langsung ke kawasan, seperti penentuan dan klarifikasi delineasi kawasan, koordinasi dengan 

pengelola kawasan, pengecekan data sekunder mengenai sebaran sarana kawasan, 

kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta kualitas kawasan. Persiapan ini sangat 

penting untuk memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan.  

 

3.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah rekomendasi yang dapat diambil untuk 

memperbaiki dan mempercepat kegiatan pengawasan: 

1. Bagi setiap anggota tim pelaksana pengawasan agar dapat melakukan matrikulasi untuk 

memahami subkomponen-subkomponen penilaian setiap kawasan sehingga penilaian 

yang diberikan tetap objektif dan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan 

melalui memahami daftar periksa serta penjelasan daftar periksa yang menyertainya. 

2. Koordinasi dengan stakeholder, terutama pemerintah daerah, untuk mendapatkan 

masukan dan data yang lebih akurat serta menghindari perbedaan gambaran kawasan 

karena kurangnya informasi yang diterima. 

3. monitoring dan evaluasi berkala terhadap kemajuan pekerjaan dan kesesuaian dengan 

standar yang ditetapkan. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pemantauan 

berjalan sesuai dengan jadwal dan memastikan pengawasan terlaksana secara 

mendalam dan menyeluruh. 

Dengan rekomendasi ini, diharapkan kegiatan Pengawasan ini bukan hanya untuk 

memastikan lokasi kawasan yang sesuai dengan RTR, tetapi lebih dari itu yaitu untuk 

mewujudkan kinerja kawasan yang berkualitas dan berfungsi optimal. 


